WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Menimbang

Mengingat

. a.

KOTA TEBING TINGGI YANG BELUM MEMILIKI

RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2006, perlu menetapkan
Pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Tebing Tinggi yang belum memiliki rumah jabatan
atau rumah dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Tebing Tinggi yang belum memiliki Rumah Jabatan atau
Rumah Dinas;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah;



Menetapkan

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing
Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi;
Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2009
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI
YANG BELUM MEMILIKI RUMAH JABATAN DAN RUMAH DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

a.
b.

c.
d.

(1)

(2)

Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kota Tebing Tinggi.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya
sebagai anggota DPRD dan mengucapkan Sumpah/Janji
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum
memiliki rumah jabatan atau rumah dinas.

BAB I1I
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan
rumah jabatan atau rumah dinas, diberikan tunjangan
perumahan setiap bulan.

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kota
Tebing Tinggi dan dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD
dalam jenis Belanja Pegawai.



Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal pengucapan
Sumpah/Janji dan berakhir sejak tanggal berhenti atau
diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 4

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

adalah sebagai berikut:

a. Ketua Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah)/perorang/bulan.

b. Wakil Ketua Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu
rupiah)/perorang/bulan.

c. Anggota Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/perorang/bulan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan tinggal di Kota Tebing
Tinggi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota

Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan

Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi

yang Belum Memiliki Rumah Jabatan atau Rumah Dinas (Berita

Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 Nomor 1) yang telah

beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi:

a. Nomor 6 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
2010 Nomor 6);

b. Nomor 2 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
2011 Nomor 2);

c. Nomor 7 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
2013 Nomor 7);

d. Nomor 21 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
2015 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah

Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Januari 2016

WALIKOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



